
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR :   8  TAHUN 2008      

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai 
lagi dengan kondisi dan tuntutan penyelenggaraan 
pemerintahan dibidang pendapatan, sehingga perlu diganti;

b. bahwa penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pada
masyarakat dan peningkatan pendapat asli daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor  13  Tahun  1980  tentang Jalan   
(Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun  1980   Nomor  
83,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3186) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609);

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 34  Tahun 2006  tentang  Jalan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655).
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi 
Banten Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Banten Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor  7 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN 
KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Banten.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 
Provinsi Banten.
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6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah yang menangani retribusi pemakaian kekayaan daerah.

7. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus 
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan.

10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas
pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDKB, adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah 
yang terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan atau denda.

18. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak 
yang dimiliki dan atau dibawah penguasaan pemerintah daerah yang 
disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna 
menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan umum.
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19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

20. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3
Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang 
disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:

a. tanah;

b. bangunan atau gedung;

c. ruangan;

d. kendaraan;

e. alat Berat;

f. fasilitas – fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati 
pelayanan jasa atas pemakaian kekayaan daerah.

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian 
kekayaan daerah.
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BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada 
tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas 
diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan 
berorientasi pada harga pasar.

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi, sebagaimana tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 10 
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Gubernur.

(4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setor ke Kas 
Umum Daerah. 

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur 
dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

(1) Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.

(2) Saat  retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.
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BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT , STRD dan Surat Keputusan 
Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, 
yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih.

(2) Penagihan retribusi terutang ditagih menggunakan surat teguran atau surat 
peringatan atau surat-surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak 
saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan 
atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, 
wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD.

BAB XIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 15
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan 
penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam 
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan 
karena kesalahannya.

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan 
ketetapan sanksi administrasi.

(4) Tatacara permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 16
Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan 
oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
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BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam                  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan atau barang bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku – buku, catatan-catatan dan dokumen -dokumen lain yang 
berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan dan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud 
pada huruf e ayat ini;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut 
umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
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BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.

Pasal 20
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya peraturan 
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang 
pada tanggal 10 Juni 2008

GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang 
pada tanggal 11 Juni 2008

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

MUHADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 8

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah beserta Penjelasannya telah mendapat persetujuan dalam Rapat 
Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten pada 
tanggal 18 Desember 2007 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. 

Serang, 18 Desember 2007
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BANTEN
Wakil Ketua,
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN 

NOMOR :   8    TAHUN 2008

TENTANG 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah,
retribusi berkaitan langsung dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah 
daerah kepada pengguna jasa atau wajib retribusi. Tujuan utama dari retribusi 
daerah adalah untuk menutupi biaya-biaya administrasi atas dari pemberian 
jasa atau perijinan yang berkaitan dengan fungsi pembinaan, pengendalian 
dan pengawasan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan 
dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. 

Retribusi daerah dapat digolongkan kedalam tiga golongan retribusi 
yaitu : 

a. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 

b. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

c. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan ke dalam retribusi 
jasa usaha yang dipungut sebagai pembayaran atas penggunaan barang-
barang milik Pemerintah Daerah, baik barang yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak, serta sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah. 

Retribusi jasa usaha mengarah kepada prinsip komersial, namun jasa 
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tersebut sifatnya hanya sebagai 
penunjang yang dilakukan oleh pihak swasta yang karena keterbatasan 
kemampuan swasta dalam pengadaannya diambil alih oleh pemerintah 
daerah.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

       Pasal 3 

Cukup jelas

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang lainnya” adalah fasilitas 
yang dimiliki Pemerintah Daerah seperti sarana olahraga, sound 
system, ruang serba guna, dan lain-lain.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1) 

Cukup jelas

ayat (2) 

Cukup jelas
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ayat (3) 

Cukup jelas

ayat (4) 

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1) 

Cukup jelas

ayat (2) 

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pasal 13

ayat (1) 

Cukup jelas

ayat (2) 

Cukup jelas

ayat (3) 

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat selain 
Kepala SKPD 

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1) 

Cukup jelas

ayat (2) 

Cukup jelas

ayat (3) 

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat selain 
Kepala SKPD 



- 13 -

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 15



[image: image1.jpg]

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN


NOMOR :   8  TAHUN 2008      


TENTANG


RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


GUBERNUR BANTEN,

Menimbang 
: 
a. 
bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendapatan, sehingga perlu diganti; 

b. bahwa penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan peningkatan pendapat asli daerah;


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 


Mengingat  
:  
1. 
Undang-Undang Nomor  13  Tahun  1980  tentang Jalan   (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun  1980   Nomor  83,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);


2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);


3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);


5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);


7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);


8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);


10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);


11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

12. Peraturan Pemerintah  Nomor  34  Tahun 2006  tentang  Jalan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor  7 ).

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN


dan

GUBERNUR BANTEN 


MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I


KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


3. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.


4. Gubernur adalah Gubernur Banten.


5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Banten.


6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang menangani retribusi pemakaian kekayaan daerah.

7. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.


9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.


10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.


11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.


14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.


15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.


16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.


17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.


18. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki dan atau dibawah penguasaan pemerintah daerah yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.


19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.


20. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.


BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:


a. tanah;

b. bangunan atau gedung;


c. ruangan;


d. kendaraan;


e. alat Berat;

f. fasilitas – fasilitas penunjang lainnya.


Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa atas pemakaian kekayaan daerah.


BAB III 


GOLONGAN RETRIBUSI 


Pasal 5 


Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

BAB IV


CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA


Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.


BAB V


PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI


Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.


BAB VI 


STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI 


Pasal 8


Struktur dan besarnya tarif retribusi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan.


BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 


Pasal 10 


(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 


(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.


(4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setor ke Kas Umum Daerah. 


BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI


Pasal 11


(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.


(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.


BAB X


PENETAPAN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG


Pasal 12

(1) Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.


(2) Saat  retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.


BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN


Pasal 13


(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT , STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih.


(2) Penagihan retribusi terutang ditagih menggunakan surat teguran atau surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.


(4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII


SANKSI ADMINISTRASI


Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.


BAB XIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN


Pasal 15

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.


(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.


(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan sanksi administrasi.


(4) Tatacara permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 


Pasal 16

Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.


BAB XV

PENYIDIKAN


Pasal 17

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam                  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  


(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 


a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; 


c. meminta keterangan dan bahan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku – buku, catatan-catatan dan dokumen -dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan dan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 


f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 


g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e ayat ini;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. 


i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.


(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


BAB XVI

KETENTUAN PIDANA


Pasal 18

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.


(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.


BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan  Gubernur.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.


Disahkan di Serang 


pada tanggal  10 Juni 2008

GUBERNUR BANTEN,


RATU ATUT CHOSIYAH


Diundangkan di Serang 


pada tanggal  11 Juni 2008

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH


PROVINSI BANTEN,


MUHADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 8

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta Penjelasannya telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten pada tanggal 18 Desember 2007 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. 

Serang, 18 Desember 2007


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


PROVINSI BANTEN


Wakil Ketua,


PENJELASAN 

ATAS 


PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN 


NOMOR :   8    TAHUN 2008

TENTANG 


RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM 

Retribusi merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah, retribusi berkaitan langsung dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengguna jasa atau wajib retribusi. Tujuan utama dari retribusi daerah adalah untuk menutupi biaya-biaya administrasi atas dari pemberian jasa atau perijinan yang berkaitan dengan fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. 

Retribusi daerah dapat digolongkan kedalam tiga golongan retribusi yaitu : 


a. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 


b. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;


c. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan  ke dalam retribusi jasa usaha yang dipungut sebagai pembayaran atas penggunaan barang-barang milik Pemerintah Daerah, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Retribusi jasa usaha mengarah kepada prinsip komersial, namun jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tersebut sifatnya hanya sebagai penunjang yang dilakukan oleh pihak swasta yang karena keterbatasan kemampuan swasta dalam pengadaannya diambil alih oleh pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas

Pasal 2


Cukup jelas


       Pasal 3 

Cukup jelas

huruf a


Cukup jelas


huruf b


Cukup jelas


huruf c


Cukup jelas


huruf d


Cukup jelas


huruf e


Cukup jelas


huruf f


Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang lainnya” adalah fasilitas yang dimiliki Pemerintah Daerah seperti sarana olahraga, sound system, ruang serba guna, dan lain-lain.

Pasal 4


Cukup jelas


Pasal 5


Cukup jelas


Pasal 6


Cukup jelas


Pasal 7


Cukup jelas


Pasal 8


Cukup jelas


Pasal 9


Cukup jelas


Pasal 10


ayat (1) 


 Cukup jelas



ayat (2) 




Cukup jelas



ayat (3) 




Cukup jelas


ayat (4) 




Cukup jelas


Pasal 11


ayat (1) 


 Cukup jelas



ayat (2) 




Cukup jelas


Pasal 12


ayat (1)


Cukup jelas


ayat (2)


Pasal 13


ayat (1) 


 Cukup jelas



ayat (2) 




Cukup jelas



ayat (3) 




Cukup jelas


ayat (4)


Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat selain Kepala SKPD 

Pasal 14


Cukup jelas


Pasal 15


ayat (1) 


 Cukup jelas



ayat (2) 




Cukup jelas



ayat (3) 




Cukup jelas


ayat (4)


Cukup jelas

Pasal 16


Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat selain Kepala SKPD 

Pasal 17

ayat (1)


Cukup jelas


ayat (2)


Cukup jelas


ayat (3)


Cukup jelas


Pasal 18

ayat (1)


Cukup jelas


ayat (2)


Cukup jelas


Pasal 19

Cukup jelas


Pasal 20

Cukup jelas


Pasal 21

Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 15
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